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BUPATI LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 28 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN FUNOSI SERTA TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEI<NIS DAERAH BALAJ LATIHAN KERJA 

PADA DINAS KETENAGAl<ERJAAN DAN TRANSMIGRASI 
KABUPATEN LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis 
operasional dan tugas teknis penunjang pada Dinas 
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten 
Lebong, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, 
maka perlu untuk membentuk Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (UPTD} Balai • Latihan Kerja (BLK} 
pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
Kabupaten Lebong; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pembentukan 0rganisasi 
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas 
Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten 
Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4279); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); - -···~2 
[Y 1~~~G~r~ 
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4. Undang-UnciRng Nomor 39 Tahun 2003 tcntang 
Pembe!1tulrn~ l(nh_up~tcn l.,ehong dnn f{Ahupntcn 
Kcpnh1~ng ch Prov1m11 Ocngl<L1l11 (Lcmhnrnn Ncgnra 
R pubhlc lndonc~in Tnhun 200:J Nomor 15'1, 
Tnmbnhnn Lcmbnrnn Ncgnrn l~cp11hlil< fndoncsiA 
Nomor 4J·19); 

5. Uncifmg-Un<lnng Nomor 12 Tnhun 20 11 tcnlnng 
Pcmb ntuknn Pcrnt11rnn PcruncJnng-UncJnngnn 
(LembRrnn Ncgnra Rcpublik lndonc::iia Tahun 20 I I 
Nomor 82, Tmnbnhan Lcmbnrnn Negara Rcpuhlik 
lndoncsiR Nomor 5234), scbngaimana tclah diubAh 
bebernpa lrnti ternkhir dcngan Unclang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tcntang Pcrubnhan I<edua 
Atas Undang-Unrlru1g Nomor 12 Tahun 20 I I ten tang 
Pembentulrnn Peraturnn Perundang-Undangan 
(Lembarnn Negara Republik Jndoncsin Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 6801); 

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent~g 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

7 . Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 
Nomor 586); 

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Alas Pemturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 
Tahun 2~ 17 ten tang Pedoman Pembentukan 
dan I<las1fikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksa~a Teknis Daerah (Oerita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 45 1); 
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10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 
2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 142); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagairnana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong 
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor I 0 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
LebongTahun 2021 Nomor 1) . 

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Gubemur Bengkulu Nomor 
060/536/B.5/2023 tentang Rekomendasi Pembentukan 
UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi Kabupaten Lebong. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERA TU RAN BUPATI LEBO NG TENT ANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALA! 
LATIHAN KERJA PADA DINAS KETENAGAKERJAAN 
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LEBONG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lebong. 
4. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Kabupaten Lebong. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi Kabupaten Lebong. 
6 . Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis 
Daerah pad a Din as Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi Kabupaten Lebong. 

7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas 
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten 
Lebong. 

8. Togas Teknis Operasional adalah tugas untuk 
melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara 
langsung berhubungan dengan pelayanan 
masyarakat. 
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9. Togas Teknis Penunjang adaJah tugas untuk 
melaksanRlrnn kegiatan tcknis tertentu daJam rangka 
mendukung pelnksannan tugns organisasi induknya. 

10. rclompok Jnbntnn rungsionnl adolah Aparatur Sipil 
NegnrR ynng clibcri tuga~, wcwcmmg dan hak secara 
pcnuh olch Pcjnlmt ynng bcnvcnang untuk 
mcnyclenggnralrnn kcgiatRn yang scsuai dcngan 
profesinyR dRlmn rangka mcndukung kelancarnn 
tugns UPTD pada Dinas l(ctcnagakerjaan dan 
Transmigrasi Kabupatcn Lebong. 

11 . UPTD Balai Latihan Kerja Kabupatcn Lebong 
sclanjutnya disingkat UPTD BLI< Kabupaten Le.bong 
adalah organisasi yang mclaksanaka~ keg1ata_n 
tcknis operasional di bidang pelat1han ker:1~ 
dan/atau kegintan teknis penunjang tcr~entu sesu?-1 
dengan kewcnangan Dinas, dengan w1layah kerya 
Kabupaten Lebong. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

PasaJ 2 

Oengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UfYI'D BLK) 
Kabupaten Lebong dengan KJasifikasi A. 

BAB Ill 
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI 

DAN WILAYAH KERJA UfYfD BLK 

Bagian Kesatu 
Kedudukan UfYfD BLK 

PasaJ 3 

(1) UPTD BLK sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2 
berada di bawah Dinas dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

(2) UPTD BLK berkedudukan sebagai pelaksana teknis 
operasional Dinas sesuai dengan kewenangan Dinas. 

(3) UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala UfYfD. 

Bagian Ked ua 
Tugas dan Fungsi UPTD BLK 

Pasal 4 

(1) UPTD BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
mempunyai tugas membantu Dinas dalam 
melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi 
dan. tugas dekonsentrasi Dinas serta melaksanakan 
keg1~tan te~nis operasional dan/atau kegiatan 
te~ms penunJang yang berada di bawah kewenangan 
Dmas. 
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(2) UPTD BLK daJam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran; 

b. Pelaksanaan pelatihan dan pemberdayaan bagi 

tenaga kerja dan/atau instruktur dan/atau 

tenaga pelatihan; 

c. Pelaksanaan kerja sama pelatihan dan 

pemberdayaan tenaga kerja, instruktur dan/atau 

tenaga pelatihan; 

d. Evaluasi dan penyusunan laporan; dan 

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah 

tangga. 

Bagian Ketiga 
Wilayah Kerja UPTD BLK 

Pasal 5 

UPTD BLK Kabupaten Lebong membawahi ,vilayah kerja 

Kabupaten Lebong. 

BABIV 
SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 6 

(IJ Susunan Organisasi UPTD BLK terdiri dari : 

a. Kepala UPTD; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Struktur UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebagaimana tercantum daJam Lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 

Togas Pokok dan Fungsi 

PasaJ 7 

(1) KepaJa UPTD BLK sebagaimana dimaksud dalam 

PasaJ 6 ayat (1) huruf a mem . 

membantu Kepala Dinas daJam ~~7akya1 tukgas 

kegiatan t kn· sana an 

k . e is operasionaJ pelayanan pelatihan 

eIJa, pemagangan · 
• k ' promos1 produktivitas 

penmg atan produktivitas ' 

produktivitas dan pemeliharaan ' d p_e~gukuran 

keuiatan tekn • . pro uktiv1tas serta 
o· is penun3ang Dina . 

bidang tugas da .1 h . s sesua1 dengan 
n w1 aya keIJanya. 
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(2) KepaJa UPTD BLK dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana . d imaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a . Penyusunan rencana yang terdiri dari kegiatan 

pelatihan kerja, pemagangan, promosi 

produktivitas, peningkatan produktivitas, 

pengukuran produktivitas dan pemeliharaan 

produktivitas; 
b. Pelaksanaan tugas teknis operasional pelayanan 

pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk 

masyarakat; 
c. Pelaksanaan tugas teknis operasional dan 

analisis kebutuhan pelatihan kerja berbasis 

kompetensi; 
d . Pelaksanaan tugas teknis operasional penyiapan 

sarana dan prasarana pelatihan kerja berbasis 

kompetensi; 
e. Pelaksanaan tugas teknis operasional penyiapan 

calon peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi 

untuk masyarakat umum; 
f. Pelaksanaan tugas teknis operasional penyiapan 

program pelatihan kerja clan pemagangan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat umum; 

g. Pelaksanaan tugas teknis operasional penyiapan 

instruktur clan tenaga pelatihan; 

h. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi clan kerja 

sama clengan instansi/lembaga/perusahaan/ 

organisasi yang berkaitan dengan kegiatan 

pelatihan kerja, pemagangan, promosi 

produktivitas, peningkatan produktivitas, 

pengukuran produktivitas dan pemeliharaan 

produktivitas; 
1. Pemantauan dan pelaksanaan evaluasi kegiatan 

pelatihan kerja, pemagangan, promosi 

produktivitas, peningkatan produktivitas; 

j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis 

operasional dan tugas penunjang; clan 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas sesuai dengan tugas bidangnya. 

Pasal8 

(l) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana 

dimaksud . dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 

mempunyru tugas m~laksanakan urusan keuangan, 

sumber daya manus1a aparatur, organisasi dan tata 

laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan 

perlengkapan dan pengelolaan barang milik Negar~ 

dan/atau barang milik daerah . 

(2) KepaJa Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksan k 

tu gas sebagaimana dimaksud pada ayat a ( ~ 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: , 

a . Penyusunan rencana kerja· 

b. Pelaksanaan urusan p, erbendah dan 

ak tan 
. araan 

un s1; 
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c. Pelaksanaan urusan sumber da . ya manus1a 
aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah 

tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan 

dan pengelolaan barang milik Negara dan/atau 
barang milik daerah; 

d. Perencanaan kebutuhan peralatan dan 

pemeliharaan perlengkapan saran a dan 
prasarana; 

e. Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat; 
f. Pengelolaan dan penyiapan pelaksanaan 

pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja; 
g. Pelaksanaan pelayanan konsultasi, pemasaran 

dan kerjasama kelembagaan pelatihan; 
h . Pelaksanaan evaluasi tugas; 
i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan 
j . Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan 

sesuai dengan tugas bidangnya. 

Pasal9 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaiman8: 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunya1 
tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara 
profesional sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

UPTD. 

Pasal 10 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas 
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian 
dan keterampilan. 

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada 
di lingkungan UPTD. 

(3) Jumlah Jabatan dan jenis fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan 
kebutuhan, beban kerja dan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB V 
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN 

Bagian Kesatu 
Kepegawaian 

Pasal 11 

(I) Pengangk~tan, pemberhentian Pejabat dan Pegawai 
UPTD d1laksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(2) Pengangkatan Pejabat dan P . 
dimaksud pada ayat (l) haru egawat seb~gaimana 
kompetensi sesuai b ·ct s memenuh1 standar 

d ·t . 1 ang urusan pemerintahan 
yang t angan1. 

Bagian Kedua 
Jabatan 

Pasal 12 

( 1 l Kepala UPTD merupakan Jabatan StrukturaJ Eselon 
IV.a atau jabatan pengawas. 

(2) Jabatan Sub Bagian Tata Usaha merupakan 
Jabatan Struktural Eselon IV.b atau jabatan 
pengawas. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 13 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi , UPTD BLK 
Kabupaten Lebong harus menyusun peta proses bisnis 
yang bisa dilaksanakan. 

Pasal 14 

(1) Kepala UPTD harus mengikuti dan mematuhi 
petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan 
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja 
secara berkala tepat pada waktunya. 

(2) UPTD harus menyusun analisis jabatan, peta 
j abatan, uraian tugas dan analisis beban kerja 
terhadap seluruh jabatan pada unitnya. 

(3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas 
menerapkan prinsip koordinasi integrasi, dan 
sinkronisasi dengan yang dipimpinnya. 

(4) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian 
internal di l ingkungan masing-masing. 

(5) Kepala UPTD bertanggung j awab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan 
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan. 

(6) Kepala UPTD dalam melaksan akan tugas melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap satuan 
organisasi di bawahnya. 

BAB VII 
PEMBIAYMN 

Pasal 15 

(1) Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD BLK 
dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong. 

(2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD BLK 
dapat bersumber dari APBN dan sumber dana 
lainnya yang sah. 

BAGIAN Ll
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Lebong Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) pada 
Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Lebong, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lebong. 

Ditetapkan di Tu bei 
pada tanggal 19 Juni 2023 I BUPATI EBONG f 

Diundangkan di Tubei 
1 KOPLI ANSORI 

pada tanggal 19 Juni 2023 

H. MUSTARANI 

BER1TA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 28 

PEMERlNTAH KA6UPATEN LEBONG 
8/.\GIAN HUKUM 
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Lampiran Peraturnn Ou1 at, LC'l>t>t1H 
omor Tnhun 20,U 

Tanggnl t 9 Juni 01. 

r uR ORGANISASI u IT PELA1'SANA TEKNI DAERAH BAL,\ I 
srR)': KERJA PAOA OINAS KETE AGAKERJ:\AN DAN TRAN ~IIGRA~l 

~~H KABUPATENLEBONG 

\ 

K[PAL 01.S 

'V 

KEl' AL1\ "PTD 

" 
JAIIATAN HJ 'GSIO~.\I. 

RIS DAERAH 
BONG 

H. MUSTARANI 

I 

' , 

K,\ l 'llll \ G f ,\ fi\ t lS,\11,\ 

t 
J \11 \ f ,\ I IJ~CiS ION,\I. I 

1PEMERINTM\ KA8UPt,lctl LEBotlG 
B~. --\4N HUK\lM 

1---1-.-------.. -

Dipindai dengan CamScanner 

https://v3.camscanner.com/user/download

